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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, 
maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan penelitian ilmiah ini, yaitu 
untuk mencari jawaban bagi pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai 
dasarnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah seperti berikut: 
1. Konsep aktivitas perempuan dalam politik. PAS mempunyai pandangan yang 
berbeda dengan JIP dalam memahami konsep aktivitas perempuan dalam 
politik di mana PAS membuka ruang seluas-luasnya kepada kaum perempuan 
untuk berperan aktif dalam politik bukan hanya sekadar menjadi ahli atau 
pendukung gerakan politik Islam, tetapi juga harus menjadi aktivis partai itu, 
memegang jabatan-jabatan kepartaian, sehingga bisa menjadi calon dalam 
pemilu, menjadi Wakil rakyat atau ahli dewan perwakilan rakyat, bahkan 
menteri juga setelah mereka memenuhi syarat-syarat supaya melampaui batas 
syarak. Perempuan hanya tidak dibolehkan untuk menjadi ketua negara 
menurut pandangan PAS. JIP pula mendukung pandangan bahwa perempuan 
hanya berkewajiban menjalan tugas-tugas domestik (rumah tangga) dan 
keluarga, sedangkan tugas-tugas politik adalah menjadi tanggungjawab kaum 
laki-laki. Namun begitu, JIP membolehkan kaum perempuan terlibat dalam 
politik kepartaian sebagai anggota dan bergerakan dalam sayap perempuan 
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saja. Dengan tidak terlibat dalam pemilu, JIP telah mengizinkan perempuan 
menjadi anggota majlis senat negara tersebut yang dilantik tidak melalui 
sistem pemilu biasa. 
2. Hukum aktivitas perempuan sebagai calon dalam pemilu. PAS yang pada 
asalnya membolehkan perempuan berperan aktif sebagai calon dalam pemilu, 
telah mengubah pendiriannya akibat tragedi berdarah dalam Pemilu 1969, di 
mana sehingga 1990, PAS masih mengharamkan penglibatan perempuan di 
atas sebab-sebab keselamatan. Namun begitu, mulai 2001, PAS telah kembali 
kepada pendirian asalnya untuk membolehkan perempuan berperan aktif 
sebagai calon, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat supaya bukan saja 
keselamatan terjaga, tetapi maruah keperempuanannya terjaga sebagaimana 
yang dikehendaki syarak. Berpandukan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah 
yang tidak menetapkan secara jelas hukum berkait peran aktif perempuan 
calon dalam pemilu, PAS menetapkan hukum dibolehkan dengan bersyarat ini 
bersandarkan beberapa kaedah fiqh untuk menyesuaikan dengan keadaan 
politik semasa. Adapun bagi JIP, pendirian mereka terhadap kedudukan calon-
calon perempuan dalam pemilu adalah tidak dibolehkan atau diharamkan 
karena berpandangan bahwa perempuan tidak dipertanggungjawabkan 
terhadap urusan politik dan kenegaraan, melainkan untuk mentadbir rumah 
tangga saja. Berdalilkan beberapa al-Quran dan as-Sunnah yang meletakkan 
lelaki sebagai “qawwam, maka penglibatan perempuan sebagai calon dalam 
pemilu adalah tidak diperbolehkan oleh JIP. 
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3. Implikasi terhadap perempuan yang beraktivitas sebagai calon dalam pemilu. 
Pendirian PAS yang membolehkan dengan bersyarat untuk perempuan 
berperan aktif dalam pemilu telah membolehkan ahli-ahli perempuan PAS 
menyertai pemilu sejak 2004 dan jumlah mereka yang menjadi anggota dewan 
perwakilan semakin bertambah dalam Pemilu 2008 dan 2013. Bagi JIP pula, 
disebabkan oleh pendirian mereka yang tidak membolehkan perempuan 
berperan aktif sebagai calon dalam pemilu, maka semenjak JIP menyertai 
Pemilu 1970 hingga kini, JIP tidak pernah menghantar calon perempuan 
untuk menyertai perlombaan dalam pemilu. 
B. SARAN 
Pertama, perubahan masyarakat dan politik pada hari ini telah membawa 
perempuan ke tengah medan politik yang lebih mencabar. Ini ditambahkan oleh 
meluasnya pengaruh demokrasi dan meningkatnya bilangan perempuan di 
negara-negara umat Islam, maka untuk mengelakkan kaum perempuan dari 
terlibat dan berperan aktif dalam politik adalah hampir mustahil. Gerakan-
gerakan politik perlu melihat perkembangan ini sebagai satu informasi dan tidak 
boleh mengongkong diri dengan satu pandangan yang keras (syadid) sehingga 
menyebabkan kelompok perempuan sebagai kumpulan pemilih terbesar tidak 
mendukungi gerakan politik Islam. Gerakan Islam mesti lebih terbuka dan 
bersedia menghadapi peran perempuan dalam menentukan kuasa politik 
pemerintahan dalam sistem demokrasi ini. Oleh karena Islam tidak 
mengharamkan secara mutlak tentang peran aktif perempuan dalam politik, maka 
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pandangan yang lebih berhikmah dan sesuai dengan keadaan politik kontemporer 
akan membantu gerakan Islam untuk mendapat sokongan yang lebih melebar 
khususnya di kalangan perempuan. 
Kedua, kelonggaran gerakan Islam dalam mengambil pandangan yang 
terbuka terhadap peran aktif perempuan dalam politik, tidak sewajar sehingga 
menjadi terlalu longgar dan membuka ruang kepada berlakunya pencabulan 
hukum-hukum syariat. Terdapat aliran-aliran yang liberal telah menyelinap 
masuk ke dalam gerakan Islam sehingga mereka membolehkan secara total untuk 
perempuan bergerak aktif dalam politik, bahkan mengabaikan tanggungjawab 
asasi mereka sebagai perempuan. Dua isu yang besar mesti diberati oleh gerakan 
Islam dalam soal membenarkan peran aktif mereka dalam politik yaitu 
tanggungjawab perempuan sebagai istri dan ibu yang membangunkan ummah. 
Jangan sampai kerna terlalu asyik berpolitik, lalu mengabaikan suami, anak-anak 
dan rumahtangga. Kedua, soal maruah, pergaulan dan kebebasan perempuan 
yang terbatas. Masalah aurat, pergaulan bebas, pergerakan tanpa mahram dan 
seumpamanya adalah hukum-hukum khas yang mesti menjadi syarat yang ketat 
untuk membolehkan kaum perempuan berperan aktif dalam politik.  
Ketiga, menggalakkan kaum perempuan berperan aktif dalam politik 
adalah sangat baik untuk kemajuan umat Islam, khususnya dalam konteks saling 
bantu-membantu di antara orang laki-laki yang beriman dengan orang perempuan 
yang beriman untuk menegakkan hukum Allah. Selama ini, Islam dituduhkan 
sebagai memencilkan perempuan dan kaum perempuan tersisih dari arus perdana 
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dunia. Maka dengan berperan aktif dalam politik, perempuan bisa memajukan 
diri, bersama-sama membangunkan negara dan mengangkat martabat umat 
menjadi bangsa yang terhormat. Namun sekali lagi ditegaskan supaya 
pembebasan ini tidak menjadi perempuan bebas dari batas-batas syariat, 
terpengaruh dengan gerakan feminin yang ditaja oleh kelompok liberal Barat dan 
menyedari tujuan sebenar penglibatan aktif mereka dalam politik adalah untuk 
melaksanakan tanggungjawab menyeru kepada al-khair, menyuruh dengan yang 
makruf dan mencegah kemungkaran. 
Dan keempat, penelitian-penelitian berkait peran perempuan dalam 
politik perlu diperluas dan diperdalamkan oleh para sarjana Muslim dalam 
memahami perubahan politik dunia mengikut kaca mata Islam. Oleh kerna 
zaman kekuasaan politik Islam adalah sangat berbeda dengan politik demokrasi 
kontemporer, maka karya-karya politik Islam atau fiqh siyasah yang diterokai 
oleh para ulama dan sarjana klasik tidak banyak menyentuh atau melahirkan 
ijtihad baru tentang penglibatan aktif perempuan dalam semua aspek pemilu, 
termasuklah soal kepemimpinan negara. Lalu, penelitian yang lebih serius dan 
mendalam perlu diperbanyak dan diperluas untuk manfaat generasi akan datang. 
 
 
 
 
